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ABSTRAK 

United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) sebagai salah satu organisasi PBB yang khusus 
untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Apalagi tidak 
semua Negara penerima merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan 1967. Terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik, dan di Aceh juga 
tidak terdapat Qanun yang mengatur tentang pengungsi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagimana 
mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi di Aceh dan Bagaimana 
peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis 
Rohingya di Aceh. Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR, dengan 
pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan 
bahan hukum skunder di peroleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum 
primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Hasil penelitian dengan metode 
diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sebagai organisasi internasional 
yang mendapatkan mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan pengungsi khususnya pengungsi etnis 
rohingya, UNHCR berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan sebagai determinator status pengungsi 
dan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya di indonesia. selain itu untuk penanganan pengungsi dan 
pencari suaka pada awalnya di lakukan sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian yaitu sesuai dengan 
penanganan yang di tunjukkan padaa orang asing, setelah itu untuk proses selanjutnya penanganan 
pengungsi dan pencari suaka dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu UNHCR atau IOM. 
Diharapkan kepada pemerintah Aceh dapat mengambil sikap terhadap persoalan pengungsi etnis rohingya 
yang ada di Aceh,untuk memenuhi hak dan kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan 
yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut dibuat agar proses mekanisme 
penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. 

Kata kunci : Peran, UNHCR, etnis rohingya, aceh 
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ABSTRACT 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as one of the UN organizations specifically 
dedicated to protecting refugees and helping them find solutions to their situations. Moreover, not all host 
countries are signatories to the 1951 and 1967 Conventions. There are provisions in Law Number 6 of 2011 
on Immigration that are not fully realized, and in Aceh, there is also no Qanun regulating refugees. The 
purpose of this writing is to explain how the mechanism for handling Rohingya ethnic refugees is based on 
regulations in Aceh and the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in 
addressing Rohingya ethnic refugees in Aceh. Then the author uses the normative juridical method, 
specifically with applicable laws and regulations regarding refugees and the role of UNHCR, with the 
statute approach, case approach, and conceptual approach. Primary legal materials in the form of legislation 
and secondary legal materials obtained from various references that support and clarify the primary legal 
materials mentioned above, such as books, papers, journals, the internet, and so on. The results of the 
research using the above method provided the author with answers to the existing problems, indicating that 
as an international organization with a special mandate from the UN for handling refugees, particularly 
Rohingya ethnic refugees, UNHCR plays a crucial role as an initiator, facilitator, and determiner of refugee 
status and assistance for Rohingya ethnic refugees in Indonesia. In addition, the handling of refugees and 
asylum seekers is initially carried out in accordance with the Immigration Law, which is applicable to 
foreigners. After that, for the subsequent process, the handling of refugees and asylum seekers is delegated 
to the more authoritative bodies, namely UNHCR or IOM. It is hoped that the Aceh government can take a 
stance on the issue of Rohingya ethnic refugees in Aceh. To fulfill the rights and obligations of these 
refugees, regulations related to refugee handling are needed. These regulations are made to ensure that the 
handling mechanisms are more orderly and in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2011 on 
immigration. 

 
1. Latar Belakang 

Akhir - akhir ini be$rbagai me$dia ce$tak maupun e$le$ktronik dimuat be$rita-be$rita 

te$ntang pe$ngungsi Rohingya dan Myanmar di Ne$gara-ne$gara Asia. Se$be$narnya, se$lain 

dari kasus Rohingya te$rse$but sanagat banyank lagi pe$ngungsi dari Ne$gara-ne$gara lainnya 

te$rutama se$me$njak te$rjadinya Arab-Spring (Istilah untuk ke$bangkitan dunia Arab atau 

pe$mbe$rontakan), antara lain Afganistan, Irak dan lain se$bagainya. Kasus dari se$mua 

pe$ngungsi adalah sama, yaitu me$lindungi diri dari pe$rse$kusi (pe$rse$cution/pe$nyiksaan) di 

dae$rahnya dikare$nakan tidak aman. 

Be$lajar dari kasus Rohingya te$rse$but, te$rdapat banyak pe$rsoalan me$ngingat 

sampai saat ini. Indone$sia be$lum me$njadi pihak pada konve$nsi Je$ne$wa Tahun 1991 

te$ntang Pe$ngungsi dan Protokol 1967. Padahal dari hari ke$ hari jumlah pe$ngunsi yang 

masuk ke$ Indone$sia se$makin banyak yang mau tidak mau akan me$njadi be$ban bagi 

pe$me$rintah Indone$sia. 
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Pe$rsoalan pe$ngungsi me$rupakan masalah yang sama tuanya de$ngan pe$radaban 

manusia. Dalam pe$nge$rtian umum pe$ngunsi adalah se$se$orang atau se$ke$lompok orang 

yang kare$na alasan te$rte$ntu te$rpaksa me$ninggalkan dae$rah asal me$re$ka me$nuju wilayah 

lain baik di ne$garanya se$ndiri, maupun ke$ne$gara lain. Padadasarnya masalah pe$ngungsi 

te$rse$but, me$rupakan masalah humanite$r dan ditangani se$suai de$ngan prinsip-prinsip 

humanite$r pula. 

Dalam hal ini pe$ngungsi se$bagai akibat adanya natural disaste$r, maka 

pe$nanganannya dapat dikatakan se$de$rhana, kare$na ke$butuhan utama me$re$ka adalah 

te$mpat tinggal dan ke$butuhan dasar di te$mpat me$re$ka pe$rgi untuk me$nye$lamatkan diri, 

sampai me$re$ka dapat ke$mbali lagi ke$ dae$rah asalnya kare$na kondisinya sudah 

me$mungkinkan. 

Dalam hal ini, pe$rtolongan (re$lif) dan bantuan (assistance$) yang di utamakan 

adalah makanan, air, sanitasi, ke$se$hatan dan se$bagainya. Se$dangkan pe$ngungsi akibat dari 

human made$ disaste$r te$rutama yang me$njadi korban gangguan te$rus me$ne$rus te$rhadap 

pribadi atau ke$be$basan fundame$ntal me$re$ka, atau pe$rse$kusi (pe$rse$cution), kare$na ras, 

warna kulit, asal e$tnis, agama, golongan sosial, atau opini politik me$re$ka, te$rutama yang 

kare$na hal ini me$re$ka te$rpaksa me$ninggalkan Ne$gara asalnya, dan me$ncari ke$amanan 

se$rta ke$se$lamatan di luar Ne$gara asalnya. Pe$ngungsi ini tidak hanya me$me$rlukan 

pe$rtolongan (re$lif), dan bantuan (asistance$) bagi ke$langsungan hidup me$re$ka, me$lainkan 

juga ke$butuhan vital lainnya, yakni pe$rlindungan inte$rnasional atau inte$rnasional 

prote$ction, me$ngingat me$re$ka tidak lagi me$mpe$role$h pe$rlindungan nasional dari 

pe$me$rintah asal ne$gara me$re$ka. 

Untuk Indone$sia saat ini be$lum me$ratifikasi Konve$nsi Tahun 1951 dan Protokol 

1991, maka dari itu, pe$me$rintah Indone$sia juga tidak me$mpunyai ke$we$nangan untuk 

me$mbe$rikan pe$ne$ntuan status para pe$ngungsi atau yang biasa di se$but de$ngan Re$fuge$e$ 

Status De$te$rmination (RSD), se$hingga pe$ngaturan pe$rmasalahan me$nge$nai pe$ngungsi di 

te$tapkan ole$h Unite$d Nations High Commissione$r For Re$fuge$e$s (UNHCR) se$suai de$ngan 

mandat yang di be$rikan se$suai de$ngan Statuta UNHCR Tahun 1950. Se$mua ne$gara 

te$rmasuk yang be$lum me$ratifikasi Konve$nsi Pe$ngungsi wajib me$njunjung tinggi standar 

pe$rlindungan pe$nungsi yang te$lah me$njadi bagian hukum inte$rnasional umum, kare$na 

konve$nsi te$rse$but sudah me$njadi Jus coge$ns, dan tak se$orang pe$ngungsi pun 
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dapat di ke$mbalikan ke$ wilayah dimana hidup atau ke$be$basannya te$rancam (Asas non 

re$foulme$nt).1 

Bagi pe$ngungsi dan suaka ke$rap kali me$njadi topik pe$rmasalahan antara Ne$gara 

pe$ne$rima de$ngan Commissione$r For Re$fuge$e$s (UNHCR) se$bagai mandate$ dari 

Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk me$lindungi pe$ngungsi dan me$mbantu 

pe$ngungsi me$ncari solusi atas ke$adaan me$re$ka. Ke$be$radaan pe$ngungsi se$ring me$njadi 

pe$rmasalahan utama dalam pe$ne$tapan status me$re$ka. Apalagi tidak se$mua ne$gara 

pe$ne$rima me$rupakan pe$ratifikasi The$ 1951 Conve$ntion re$lating to the$ Inte$rnational 

Status of Re$fuge$e$s (Konve$nsi 1951) dan The$ 1967, Protocol Re$lating to the$ Inte$rnational 

Status of Re$fuge$e$s (Protokol 1967). 

Asia Te$nggara, khususnya Indone$sia me$rupakan tujuan transit untuk di singgahi 

ole$h pe$ngungsi dan pe$ncari suaka se$bagai Ne$gara untuk me$minta pe$rlindungan. Hal ini 

me$nye$babkan Indone$sia me$miliki posisi ge$ografis yang strate$gis bagi jalur transportasi 

laut yaitu, be$rada diantara dua be$nua (Asia dan Be$nua Australia), dua Samude$ra Hindia 

dan Samude$ra Pasifik. Indone$sia be$rte$tangga de$ngan banyak Ne$gara di Asia. Me$miliki 

banyak pintu masuk pe$rairan yang tidak ke$tat. Ole$h se$bab itu, Indone$sia re$ntan untuk 

dimasuki ole$hWarga Ne$gar Asing (WNA) se$cara ile$gal, te$rmasuk pe$ngungsi dan pe$ncari 

suaka. Indone$sia me$rupakan te$mpat pe$rsinggahan/transit te$rakhir dari ge$lombang pe$ncari 

suaka dan pe$ngungsi untuk ke$ ne$gara tujuan, yaitu Australia. 

Ke$be$radaan Unite$d Nations High Commissione$r For Re$fuge$e$s (UNHCR) dan 

Inte$rnational Organization for migration (IOM)2 di Indone$sia me$mbuat pe$ncari suaka 

dan pe$ngungsi untuk datang ke$ Indone$sia se$bagai tujuan. Sampai de$ngan dua bulan 

te$rakhir 2023, se$banyank 12,295 pe$ncari suaka te$rdaftar di UNHCR Jakarta se$cara 

kumulatif dari Afghanistan (48%), Myanmar (14%), Somali (9%) Irak (7%). Se$me$ntara 

se$jumlah le$bih dari 12,700 pe$nungsi te$rdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (45%), 

Myanmar (22%), dan Somalia (7%).3 

Se$bagai Ne$gara transit, Indone$sia juga me$miliki ke$le$mahan dalam pe$ngawasan 

dan pe$ngamanan masuknya imigran ile$gal. Ke$banyakan pe$ngungsi datang ke$ Indone$sia 

me$lalui Malaysia. Ke$mudian me$lanjutkan pe$rjalanan ke$ Australia me$nggunakan pe$rahu. 

 
1 Muhammad Nur,Pe$nanganan Pe$ngungsi di Indone$sia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm 5. 
2 IOM adalah organisasi antar pe$me$rintah di bidang imigrasi. https://www.iom.int/iom-history 
3 UNHCR, “UNHCR Te$ntang kami – UNHCR Indone$sia”, (online$), 

https://www.unhcr.org/ope$rational/ope$rations/indone$sia 

https://www.iom.int/iom-history
https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia
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Alasan se$cara umum para pe$ngungsi dan pe$ncari suaka pe$rgi dari wilayah te$mpat tinggal 

me$re$ka yaitu kare$na Suku, Agama, Ras, Ke$bangsaan, dan ke$anggotaannya dalam 

ke$lompok sosial te$rte$ntu atau kare$na pe$ndapat politik yang me$rupakan minoritas di 

wilayah te$mpat tinggalnya, se$hingga ke$be$raddan me$re$ka te$rancam. Se$cara hokum, 

indone$sia tidak wajib me$ngakui bahkan tidak me$mbe$ri pe$rlindungan bagi pe$ncari suaka 

di Indone$sia. Namun, se$bagai salaha satu Ne$gara yang me$ne$rima dan me$ratifikasi 

De$klarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) te$rdapat pada pasal 13 dan pasal 14 

DUHAM, indone$sia me$ngakui adanya hak untuk me$ncari suaka ke$ Ne$gara lain. Ini 

te$rkihat de$ngan adanya pe$ngakuan te$rhadap hak untuk me$ncari suaka dalam tata 

pe$raturan Pe$rundang-ndangan Indone$sia. hanya saja, pe$ngaturannya di samakan de$ngan 

imigran ile$gal yang datang ke$ Indone$sia yang di atur dalam pe$raturan Dire$ktrur Je$ndral 

imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 te$ntang pe$nanganan imigran ile$gal. 

Konse$kue$nsi lainnya tidak me$ratifikasi konve$nsi Je$ne$wa 1951, Indone$sia pun 

tidak me$mpunyai ke$wajiban dan ke$we$nangan untuk me$ngambil tindakan inte$rnasional 

te$rhadap pe$nge$ungsi dan pe$ncari suaka yang masuk ke$ Indone$sia. Indone$sia hanya 

me$nangani para imigran yang dibe$rikan tindakan administratif ole$h pe$tugas ke$imigrasian. 

Pasal 13 Pe$raturan Me$nte$ri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re$publik Indone$sia Nomor 

M.05.IL.02.01 Te$ntang De$te$nsi Imigrasi (Rude$nim): Indone$sia hanya bisa me$nampung 

para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (se$puluh) tahun tanpa bisa dan tidak 

me$mpunyai hak me$lakukan tindakan le$bih lanjut te$rkait status imigran yang masuk 

ke$wilayah Indone$sia te$rse$but. 

Dalama pe$rke$mbangannya, ke$datangan dan ke$be$radaan orang asing se$bagai 

imigran ile$gal yang ke$mudian me$nyatatakan dirinya se$bagai pe$ncari suaka (asylum 

se$e$ke$r) dan pe$ngungsi (re$fuge$e$) diwilayah Indone$sia yang se$makin me$ningkat te$lah 

me$imbulkan dampak di bidang ide$ologi, polotik, e$konomi, sosial budaya, ke$amanan 

nasional, dan ke$rawanan imigrasi. 

Untuk me$minimalisir dampak ke$be$radaan orang asing se$bagai imigran ile$gal yang 

ke$mudian me$nyatakan dirinya pe$ncari suaka dan pe$ngunsi, pe$rlu adanya pe$ngaturan yang 

me$mbe$rikan ke$samaan dan ke$se$ragaman arah dalam pe$nanganan dan pe$rlakuan se$cara 

ke$imigrasian. Ke$te$ntuan pe$laksanaan pe$raturan te$rse$but diturunkan dari Pe$raturan 

Me$nte$ri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re$publik Indone$sia Nomor M.05.IL.02.01 

Tahun 2006 te$ntang Rude$nim yang me$ngatur me$nge$nai te$mpat 



 

 

250 

pe$nampungan se$me$ntara bagi orang asing yang me$langgar pe$raturan pe$rundang- 

undangan yang be$rlaku, khususnya di bidang ke$imigrasian. 

Konflik yang te$rjadi pada E$tnis Rohingya me$rupakan konflik yang didasari kare$na 

adanya tindakan diskriminasi te$rhadap pe$rbe$daan e$tnis dan agama. Se$hingga ke$be$radaan 

e$tnis rohingya tidak di akui ke$be$radaannya se$bagai ke$wargane$garaan Myanmar hal ini 

te$rbukti de$ngan dike$luarkannya Pe$raturan Ke$wargane$garaan Myanmar (Burma 

Cityze$nship Law 1982), Myanmar me$nghapus e$tnis rohingya dari daftar de$lapan e$tnis 

utama yaitu Burmans, Kachin, Kare$n, Kare$nni, Chun, Mon, Arakan, Shan dan dari 

135 ke$lompok ke$cil e$tnis lainnya. Pre$side$n Myanmar The$in She$in me$lakukan pe$ngusiran 

pada e$tnis ini de$ngan me$ngatakan didalam forum inte$rnasional, bahwa “Rohingya are$ not 

pe$ople$ and we$ have$ duty to prote$ct the$m”, Pre$side$n The$in She$in me$nginginkan e$tnis 

rohingya dike$lola ole$h UNHCR atau di tamping di Ne$gara ke$tiga. Pe$ngungsi E$tnis 

Rohinys te$rusir paksa me$lalui be$be$rapa tindakan se$iste$mtis yang be$rupa: E$kstra Judicial 

Killing, pe$nangkapan se$we$nang-we$nang; pe$nyitaan prope$rty, pe$rkosaan propaganda anti 

rohingya dan anti muslim, ke$rja paksa, pe$mbatasan lapangan ke$rja, larangan be$rpre$kte$k 

agama. Hingga saat ini pe$rlakuan te$rse$but masih te$rjadi dan me$muncak ke$tika pada bulan 

juni 2012, dimana pe$nduduk dari E$tnis Re$khine$ me$nye$rang bis dan me$mbunuh 10 orang 

muslim yang diduga ole$h E$tnis Re$khine$ se$bagai Rohingya yang be$rada didalam bis. 

Tuduhan te$rse$but dikare$nakan 3 orang muslim Rohingya te$lah me$mpe$rkosa dan 

me$mbunuh pe$re$mpuan yang be$rasal dari ke$lompok e$tnis Re$khine$.4 

PBB te$lah me$mbe$ntuk badan UNHCR guna me$me$nuhi hak-hak para pe$ngungsi 

se$bagaimana te$rtuang dalam De$klarasi Unive$rsal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada 

butir ke$dua DUHAM dise$butkan hak-hak te$rse$but me$ncakup hak untuk hidup, hak untuk 

me$ndapatkan ke$be$basan dan ke$amanan pribadi, dimana kondisi ini tidak me$re$ka dapat di 

ne$garanya dan juga tidak mampu dibe$rikan ole$h pe$me$rintah. Te$rhadap para pe$ngungsi 

te$rse$but, UNHCR me$miliki fungsi utama untuk me$mbe$rikan pe$rlidungan inte$rnasional, 

me$mbe$rikan solusi jangka panjang bagi pe$rsoalan pe$ngungsi se$rta me$mpromosikan 

hokum pe$ngungsi inte$rnasional. Le$mbaga UNHCR me$miliki prose$dur pe$mbe$rian 

bantuan yang be$rkaitan de$ngan pe$me$nuhan Hak Asai Manusia (DUHAM) be$rupa 

pe$rlindungan inte$rnasional. Se$cara umum konse$p ini be$risikan pe$nce$gahan 
 

4 He$ru Suse$tyo, “Suara E$tnis Yang Tak Bole$h Be$rsuara”, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 9. 
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pe$mulangan hukum, pe$majuan pe$nye$le$nggaraan ke$amanan fisik bagi pe$ngungsi, 

pe$majuan dan me$mbuat pe$mulangan ke$mbali se$cara sukare$la, dan me$mbantu para 

pe$ngungsi untuk be$rmukim ke$mbali (Te$rcantum dalam pasal 8 Statuta UNHCR). 

Pe$ran UNHCR se$ndiri sangat di butuhkan ole$h para pe$ngungsi muslim rohingya 

kare$na me$rupakan badan inte$rnasional dibawah PBB dan me$mpunyai kuasa pe$nuh atas 

tanggung jawab ke$amanan dan ke$se$jahtraan pe$ngungsi rohingya. Pe$ngungsi rohingya 

se$ndiri dalam ke$adaan yang tidak dite$rima dan dimusuhi ole$h Ne$gara asal me$re$ka 

Myanmar. Para pe$ngungsi yang be$rada di Indone$sia sangant me$mpe$rhatinkan kae$re$na 

pe$me$rintah Myanmar me$larang bantuan makanan maupun lainnya dari Ne$gara-ne$gara 

yang simpati pada te$rtindasnya Muslim Rohingya. 

Pe$nugngsi Rohingya be$rharap banyak pada UNHCR untuk dapat me$mbe$rikan 

pe$rlindungan dan ke$se$jahte$raan dalam pe$ngungsian te$rle$bih di Indone$sia, apalagi 

Indone$sia tidak bisa be$rbuat banyak dan me$nye$rahkan se$pe$nuhnya pada Badan 

inte$rnasional UNHCR yang dibawah PBB. 

2. Metode Penelitian 

me$tode$ yaaang digunakan adalah yuridis normatif yaitu de$ngan pe$raturan 

pe$rundang – undangan yang be$rlaku khususnya me$nge$nai pe$ngungsi dan pe$ran UNHCR, 

de$ngan pe$nde$katan pe$rundang – undangan (statute$ approach), pe$nde$katan kasus (case$ 

approach), dan pe$nde$katan konse$ptual (conce$ptual approach). Bahan hukum prime$r 

be$rupa pe$raturan pe$rundang – undangan dan bahan hukum skunde$r di pe$role$h dari se$gala 

re$fe$re$nsi yang me$ndukung dan me$mpe$rje$las bahan hukum prime$r diatas, se$pe$rti buku, 

makalah, jurnal, inte$rne$t, dan lain se$bagainya. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Tugas dan Kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) 

Unite$d Nations High Commissione$r for Re$fuge$e$s (UNHCR)5 adalah le$mbaga 

Inte$rnasional yang di be$ri mandat untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan Inte$rnasional te$rhadap 

pe$ngungsi dan me$mbe$rikan solusi yang pe$rmane$n te$rhadap para pe$ngungsi de$ngan jalan 

me$mbantu pe$me$rintah-pe$me$rintah, pe$laku-pe$laku lainnya ataupun organisasi-organisasi 

ke$manusiaan yang te$rkait untuk me$mbe$rikan fasilitas pe$mulangan 

 
5 UNHCR be$rada di bawah De$wan E$konomi dan Sosial (E$COSOC) yang me$rupakan badan 

utama Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa (Lih. Chapte$r 10 Piagam Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa). 
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(re$patriation) bagi para pe$ngungsi.6 Sampai de$ngan tahun 1950, ke$we$nangan utama 

UNHCR tidak pe$rnah be$rubah, namun de$mikian ke$we$nangan ini te$lah me$ngalami 

pe$rubahan se$cara signifikan se$lama de$cade$ te$rakhir, yaitu:7 

1. pe$ningkatan se$kala ope$rasi UNHCR 

2. Se$makin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR; jumlah pe$rsoalan-pe$rsoalan 

yang ada se$be$lum ke$be$radaan organisasi ini pun te$rus-me$ne$rus me$ningkat. 

3. Pe$ningkatan jumlah pe$laku-pe$laku inte$rnasional yang me$mbe$rikan bantuan bagi 

pe$rlindungan dan bantuan bagi pe$ngungsi dan orang-orang te$rlantar 

4. Di dae$rah-dae$rah yang tidak stabil dan di dae$rah-dae$rah yang situasinya mudah 

be$rubah, misalnya dae$rah-dae$rah yang me$ngalami situasi konflik be$rse$njata 

te$rus-me$ne$rus juga me$ndapat pe$rhatian dari UNHCR. 

Be$rdasarkan Pasal 1 statute$ of the$ office$ of the$ Unite$d Nation High Commissione$r 

for Re$fuge$e$s 1950, mandat yang di be$rikan ke$pada UNHCR dike$tahui tugas yang di 

e$mban ole$h organisasi ini me$rupakan tugas ke$manusiaan yang mulia, yaitu me$mbe$rikan 

pe$rlindungan inte$rnasional dan me$ncari solusi te$rhadap masalah- masalah yang di hadapi 

ole$h pe$ngungsi. Di dalam me$laksanakan fungsi ke$dua ini UNHCR be$rupa me$mudahkan 

pe$mulangan (re$patriasi) se$cara sukare$la para pe$ngungsi dan re$inte$grasi ke$ dalam Ne$gara 

asal me$re$ka atau jika hal itu tidak me$mungkinkan, me$mbantu me$mpe$rmudah inte$grasi 

me$re$ka di mungkinkan ke$mbali (re$se$ttle$me$nt). Sambil be$rupaya untuk me$ne$mukan 

solusi, UNHCR jika pe$rlu juga me$mbe$rikan bantuan mate$rial untuk jangka waktu pe$nde$k. 

Ke$cuali, dalam situasi khusus ke$giatan pe$mbe$rian bantuan mate$rial UNHCR 

dilaksanakan me$lalui otoritas lokal atau nasional Ne$gara yang be$rsangkutan, badan 

pe$rse$rikatan bangsa-bangsa yang lain, le$mbaga swadata masyarakat (NGO), atau badan 

te$kis swasta lainnya. Ke$dua aspe$k mandat UNHCR diatas te$rkait atau sama dan tidak 

dapat di pisahkan. 

Upaya untuk me$ndapatkan pe$me$cahan masalah yang pe$rmane$n me$njadi tujuan 

pokok pe$rlindungan inte$rnasional. Di dalam solusi pe$rmane$n, paling tidak te$rdapat tiga 

pe$me$cahan yang di be$rikan pada yaitu : 

1. Dike$mbalikan ke$ Ne$gara asal 
 

 

 
1950. 

 
3-4. 

6 Lih. Pasal 1 Statute$ of The$ Office$ of the$ Unite$d Nasions High Commissione$r for Re$fuge$e$s 
 
7 The$ State$of The$ World’s Re$fuge$e$ dalam http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000/intro.pdf. Hal 

http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000/intro.pdf
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Misalnya pe$ngungsi dari E$l Savador, Mozambique$, Kamboja, Afganistan 

dan E$ritria di ke$mbalikan ke$ne$gara asal me$re$ka. Bantuan dalam re$patriasi 

sukare$la te$rgantng pada fungsi pe$rlindungan dan bantuan mate$ril UNHCR. Di 

dalam mate$ri pe$rlindungan ini be$risi ke$yakinan bahwa re$patriasi adalah be$rsifat 

sukare$la. Mate$ri pe$rtolongan bagi pe$ngungsi, kapan saja untuk me$ngatasi 

ke$sulitan-ke$sulitan yang praktis di alami pada saat ke$mbali dan pada saat 

ke$datangannya di Ne$gara asal. Di Indone$sia se$ndiri sudah dilaksanakan, te$tapi 

tidak dike$mbalikan ke$ Ne$gara asalnya. 

 
2. Dimukimkan di Ne$gara pe$mbe$ri suaka pe$rtama 

Misalnya pe$ngungsi Burundi di Tanzania, pe$ngungsi Ruanda di Uganda, 

pe$ngungsi Filipina di provinsi Sabah dan Malaysia. Tujuan inte$grasi di Ne$gara- 

ne$gara pe$mbe$ri suaka adalah untuk me$mbantu pe$ngungsi agar me$re$ka me$njadi 

mandiri di Ne$gara suaka pe$rtama. Ke$banyakan di Ne$gara-ne$gara Afrika, tanah di 

se$diakan bagi para pe$ngungsi me$re$ka bisa be$rcocok tanam dan bias mandiri. 

Pe$ngungsi yang be$rada di Indone$sia te$rutama pe$ngungsi rohingya yang be$rada di 

ace$h sudah di be$rikan ke$te$rampilan atau pe$ke$rjaan. 

 
3. Dimukimkan di Ne$gara ke$tiga 

Misalnya, orang-orang yang datang dari ne$gar-ne$gara di Asia te$nggara 

dimukimkan di Ne$gara lain te$rutama di Australia, E$ropa dan Ame$rika Utara. 

Bantuan UNHCR dilapangan adalah me$ngupayakan pe$mukiman ke$ Ne$gara ke$tiga 

me$lalui ke$rjasama de$ngan pe$me$rintah Ne$gara-ne$gara pe$mukim de$ngan 

Organisasi Migrasi Inte$rnasional (IOM) dan badan-badan sukare$la yang me$naruh 

pe$rhatian pada pe$mukiman pe$ngungsi ke$ Ne$gara ke$tiga. 

 
Ne$gara-ne$gara anggota PBB me$ngaku bahwa tugas badan ini be$rsifat non politis. 

Tugasnya yaitu be$rupa tanggung jawab sosial dan be$rsifat ke$manusiaan itu di be$be$ankan 

ke$pada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam ke$rangka hukum yang dise$tujui ole$h 

se$mua ne$gar, yaitu hukum inte$rnasional untuk pe$ngungsi, dan pe$doman (pe$rundang-

undangan nasional) yang di rancang ole$h Ne$gara-ne$gara itu untuk me$mbantu UNHCR 

me$ngide$ntifikasi apa yang harus me$re$ka lakukan untuk me$lindungi 



 

 

254 

dan me$mbantu pe$ngungsi. Untuk me$laksanakan fungsinya de$ngan baik se$suai de$ngan 

Re$solusi Maje$lis Umum PBB No. 428 (V), diminta ke$pada Ne$gara-ne$gara di dunia untuk 

be$ke$rjasama de$ngan UNHCR de$ngan cara se$bagai be$rikut: 

1. Me$njadi pe$se$rta se$tiap konve$nsi inte$rnasional untuk me$lindungi pe$ngungsi 

se$rta me$ngimple$me$ntasikan Konve$nsi te$rse$but; 

2. Me$mbuat pe$rjanjian-pe$rjanjian khusus de$ngan UNHCR untuk 

me$laksanakan langkah langkah yang dapat me$mpe$rbaiki ke$adaan 

pe$ngungsi dan me$ngurangi jumlah pe$ngungsi yang me$mbutuhkan 

pe$rlindungan; 

3. Tidak me$nge$nyampingkan pe$ngungsi yang dalam kate$gori paling 

(miskin); 

4. Me$mbantu UNHCR dalam upaya me$mpromosikan re$patriasi sukare$la; 

5. Me$mpromosikan pe$mbauran, te$rutama de$ngan me$mbe$rikan fasilitas 

naturalisasi; 

6.  Me$mbe$rikan dokume$n pe$rjalanan dan dokume$n lainnya yang 

me$mungkinkan pe$mukiman ke$mbali para pe$ngungsi; 

7. Me$ngizinkan pe$ngungsi untuk me$ntransfe$r asse$t me$re$ka te$rutama untuk 

ke$pe$rluan pe$mukiman ke$mbali; dan 

8. Me$mbe$rikan informasi ke$pada UNHCR be$rkaitan de$ngan jumlah dan 

kondisi pe$ngungsi dan hukum se$rta aturan yang be$rkaitan de$ngan 

pe$ngungsi. 

 
UNHCR Juga di be$rikan ke$we$nanagan : 

1. Me$mpromosikan pe$mbuatan dan pe$ratifikasian Konve$nsi-konve$nsi 

inte$rnasional te$ntang pe$rlindungan dan me$ngawasi aplikasinya se$rta 

me$ngusulkan amande$me$n nya; 

2. Me$mpromosikan me$lalui pe$rjanjian-pe$rjanjian khusus de$ngan pe$me$rintah 

se$tiap ke$te$ntuan yang dipe$rkirakan dapat me$mpe$rbaiki ke$adaan pe$ngungsi 

dan me$ngurangi jumlah pe$ngungsi yang me$mbutuhkan pe$rlindungan; 

3. Me$mbantu usaha-usaha pe$me$rintah dan swasta untuk me$mpromosikan 

re$patriasi sukare$la atau pe$ngasimilasian di komunitas di Ne$gara baru; 
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4. Me$mpromosikan pe$ne$rimaan pe$ngungsi, de$ngan tidak 

me$nge$nyampingkan orang-orang yang be$nar-be$nar dalam ke$adaan yang 

sangat miskin; 

5. Me$mpe$rce$pat me$mpe$role$h izin bagi pe$ngungsi untuk me$ntransfe$r asse$t 

me$re$ka te$rutama untuk ke$butuhan pe$mukiman ke$mbali (re$se$ttle$me$nt); 

6. Me$mpe$role$h informasi dari pe$me$rintah-pe$me$rintah te$ntang jumlah dan 

ke$adaan pe$ngungsi di wilayah me$re$ka dan hukum se$rta pe$raturan- 

pe$raturan yang me$ngatur te$ntang pe$ngungsi; 

7. Me$njalin hubungan baik de$ngan organisasi-organisasi swasta untuk 

me$ngatasi pe$ngungsi; 

8. Me$mbe$rikan fasilitas koordinasi te$rhadap usaha-usaha koordinasi swasta 

yang te$rkait dalam me$ningkatkan ke$se$jahte$raan pe$ngungsi. 

Ole$h kare$na itu, di se$butkan dalama prote$ction mandat, UNHCR adalah me$njamin 

pe$mbe$rian suaka be$rsama de$ngan Ne$gara tuan rumah me$njamin ke$amanan fisik 

pe$ngungsi, me$ngide$ntifikasi ke$lompok-ke$lompok pe$ngungsi yang re$ntan de$ngan cara 

me$mastikan ke$butuhan-ke$butuhan me$re$ka te$rhadap pe$rlindungan-pe$rlindungan te$rte$ntu 

dan me$mprioritaskan bantuan de$ngan jalan me$mastikan ke$se$jahte$raan nya, me$nyokong 

se$jumlah Ne$gara untuk me$mantapkan syste$m re$gistrasi dan dokume$ntasi, 

me$mpromosikan pe$ngurangan orang yang tidak be$rne$gara, be$rusaha aktif me$re$vitalisasi 

re$zim pe$rlindungan de$ngan jalan me$njalin ke$rjasama de$ngan NGOs dan organisasi 

inte$rnasional untuk me$yakinkan dukungan yang luas bagi re$zim ini, me$mpromosikan 

hukum pe$ngungsi te$rmasuk advokasi bagi pe$ne$rimaan Konve$nsi dan Protokol-Protokol 

pe$ngungsi dan me$nge$mbangkan institusi nasional dan le$gislasi nya, me$lindungi 

orangorang te$rlantar (IDPs), me$nge$mbangkan kapasitas pe$rlindungan UNHCR itu 

se$ndiri, me$mpromosikan dan me$ngimple$me$ntasikan solusi jangka waktu panjang bagi 

pe$mulangan sukare$la, re$inte$grasi dan pe$mukiman se$rta me$ngide$ntifikasikan ke$butuhan 

untuk pe$mukiman dan me$mprose$s ke$patuhan untuk me$laksanakan ke$wajiban untuk 

dimukimkan di Ne$gara ke$tiga. 
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3.2 Mandat United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

Konve$nsi dan Protokol pe$ngungsi te$lah me$mbe$ri landasan hukum ke$pada Ne$gara-

ne$gara untuk me$lindungi pe$ngungsi. Ole$h kare$na itu, UNHCR te$lah di be$rikan mandate$ 

untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan inte$rnasional te$rhadap pe$ngungsi dan untuk me$ncari 

solusi jangka panjang bagi masalah me$re$ka me$lalui statutanya. 

E$kse$kutif komite$ dari Program Komisaris Tinggi (the$ E$xe$cutive$ Committe$e$ of the$ 

High Commissione$r/E$xcom) juga me$nguasakan aktifitas-aktifitas UNHCR yang 

be$rkaitan de$ngan ke$manusiaan te$rhadap para pe$ngungsi. Otoritas yang be$rane$ka ragam 

daari UNHCR yang di be$rikan ole$h Maje$lis Umum dan E$xcom bukanlah te$rmasuk 

se$bagai carte$ blanche$ bagi ke$te$rlibatan UNHCR dalam pe$rsoalan-pe$rsoalan inte$rnal 

displace$me$nt. Ke$te$rlibatan UNHCR de$ngan Inte$rnally Displace$d Pe$rson (IDP) dibatasi 

ole$h kombinasi antara ke$bijakan , hukum, dan pe$laksanaan dari pe$rtimbangan- 

pe$rtimbangan lainnya, dimana dalam hal ini te$lah di be$rikan batasan bagi pe$ranan 

UNHCR dalam pe$rsoalan orang-orang te$rlantar dalam ne$garanya. 

Ole$h kare$na itu, se$karang ini mandate$ UNHCR le$bih luas se$cara signifikan dari 

pada tanggung jawab yang di pikul ole$h Ne$gara-ne$gara yang te$rlibat dalam konve$nsi dan 

protokol pe$ngungsi. Salah satu tantangan yang dihadapi ole$h pe$ngungsi dan Ne$gara-

ne$gara suaka de$wasa ini adalah me$nje$mbatani “ke$se$njangan pe$rlindungan” yang ada 

dalam situasi dimana UNHCR be$rusaha me$lindungi orang-orang yang ole$h Ne$gara-

ne$gara be$rsangkutan tidak di akuise$bagai tanggung jawab me$re$ka me$nurut instrume$nt 

pe$ngungsi manapun. 

3.3 Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

Adapun pe$ran yang dilakukan ole$h UNHCR dalam me$nangani para pe$ngungsi 

Rohingya di Ace$h, dimana fungsi UNHCR se$ndiri se$bagai organisasi inte$rnasional yang 

me$njalankan pe$rannya untuk me$monitor dan me$ncari pe$nye$le$saian te$rhadap suatu 

pe$rmasalahan yang di hadapi ole$h suatu Ne$gara yang me$njadi te$mpat untuk be$rlindung 

ole$h para pe$ngungsi se$pe$rti yang dialami ole$h Indone$sia, yang me$njalankan pe$rannya 

se$bagai inisiator, fasilitator, dan de$te$rminan. Tujuan utama UNHCR se$ndiri yaitu untuk 

me$lindungi hak-hak dan ke$se$jahte$raan para pe$ngungsi dan UNHCR sangat di harapkan 

salah satu pe$rannya se$pe$rti yang te$rte$ra pada Pasal 1 Statuta UNHCR, adalah 

me$ncarisolusi pe$rmane$n untuk pe$ngungsi. 
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Pe$ran UNHCR di Indone$sia dalam me$nangani pe$ngungsi rohingya, antara lain : 

a. Se$bagai inisiator 

Be$rdasarkan tujuan utama UNHCR adalah me$mbe$rikan ke$amanan dan hak 

dari para pe$ngungsi, me$njamin bahwa se$tiap orang be$rhak me$ncari suaka dan 

me$ndapat te$mpat yang aman di Ne$gara lain, de$ngan pilihan ke$mbali se$cara 

sukare$la ke$ne$gara asalnya, dan lokal inte$grasi atau pe$ne$mpatan ke$ne$gara ke$tiga. 

UNHCR se$ndiri be$rpe$ran inisiator se$te$lah pe$me$rintah Indone$sia me$minta 

bantuan UNHCR untuk me$nangani pe$ngungsi Rohingya yang masuk 

ke$ne$garanya. Dalam hal ini, UNHCR akan te$rus me$mantau dan me$mastikan sifat 

re$patriasi se$cara sukare$la dan me$mbe$ri bantuan. UNHCR akan me$ndorong 

pe$mbe$ntukan me$kanisme$ untuk me$ne$ntukan status pe$ngungsi di Indone$sia 

untuk me$mastikan bahwa me$re$ka yang me$rasa te$rancam akan me$ndapat 

pe$rlindungan di Indone$sia. 

b. Se$bagai Fasilitator 

Se$tiap para pe$ngungsi se$jak pe$rtama kali tiba di Ne$gara transit atau tujuan, 

maka sudah se$harusnya me$re$ka me$mbutuhkan bantuan. Apalagi ke$tika dalam 

jumlah be$sar pe$ngungsi me$larikan diri dalam jangka waktu yang sangat singkat, 

te$rutama sangat pe$nting untuk dapat me$mindahkan bahan-bahan makanan, 

bantuan te$mpat be$rte$duh/te$nda, pasokan me$dis dan ke$butuhan dasar lainnya 

dalam waktu yang sangat ce$pat. 

Hal ini se$pe$rti yang te$rjadi te$rhadap pe$ngungsi rohingya yang be$rada di 

Indone$sia.untuk me$re$spon hal te$rse$but de$ngan ce$pat dalam ke$adaan darurat, 

UNHCR te$lah me$nyiapkan stok-stok barang ke$butuhan te$rse$but di gudang 

darurat di be$be$rapa lokasi di se$luruh dunia. Kondisi yang di alami ole$h para 

pe$ngungsi te$lah me$maksa e$tnis rohingya untuk pe$rgi me$ninggalkan Ne$gara 

asalnya me$rupakan se$buah te$kanan be$sar dan me$ne$mpatkan me$re$ka pada situasi 

sulit yang pe$nuh ke$tidak pastian, dan tanpa aturan-aturan di dalam masyarakat. 

Prose$s capacity building ke$mudian me$njadi usaha UNHCR dalam 

me$ningkatkan ke$mampuan para pe$ngungsi. Untuk dapat me$mbe$rikan 

pe$nanganan pada pe$ngungsi E$tnis Rohingya yang me$njadi korban te$rhadap 

pe$langgaran yang te$rjadi, pihak UNHCR te$lah me$lakukan usaha de$ngan 
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me$mfasilitasi Indone$sia se$bagai Ne$gara transit untuk dapat me$nye$diakan akse$s 

bantuan ke$manusiaan dan dukungan ke$pada pe$ngungsi e$tnis rohingya, te$rmasuk 

ke$pada masyarakat yang me$njadi pe$ngungsi. Hal te$rse$but diharapkan dapat 

me$mbantu pe$mulihan pada kondisi pe$gungsi e$tnis Rohingya yang se$makin 

me$mprihatinkan kare$na dampak ke$ke$rasan yang dialami atas ke$ke$rasan yang 

me$re$ka dapatkan di Myanmar. 

Ada banyak te$mpat pe$nampungan dan pusat ke$giatan untuk para pe$ngungsi di 

wilayah ace$h, baik di Kantor Camat Idi Raye$uk yang ada di Ace$h Timur, Pangkalan TNI 

AL Sabang, Kota Langsa, dan Me$dan. Untuk Pusat Ke$se$hatan para pe$ngungsi se$ndiri di 

te$mpatkan di Kantor Imigrasi Lana di Pe$nte$ut, dan Lhokse$umawe$. UNHCR be$ke$rja sama 

de$ngan pe$me$rintah te$rkait untuk be$rbagi tanggung jawab untuk me$lindungi pe$ngungsi 

dan me$ndorong pe$me$rintah untuk me$ngatasi pe$nye$bab arus pe$ngungsi. Ne$gara suaka dan 

transit me$ndapatkan be$ban te$rbe$rat se$lama krisis pe$ngungsi te$rjadi, tapi Ne$gara-ne$gara 

ini tidak se$harusnya be$rtanggung jawab se$cara tunggal. 

 
4. Kesimpulan 

Tujuan utama UNHCR se$ndiri adalah untuk me$lindungi hak-hak dan 

ke$se$jahte$raan para pe$ngungsi dan UNHCR sangat diharapkan salah satu pe$rannya se$pe$rti 

yang te$rte$ra pada Pasal 1 Statuta UNHCR. Untuk me$me$nuhi hak dan ke$wajiban bagi para 

pe$ngungsi te$rse$but dibutuhkan suatu aturan yang te$rkait de$ngan pe$nanganan pe$ngungsi, 

pe$raturan te$rse$but wajib dibuat te$rutama ole$h Ne$gara pihak yang me$njadi anggota dari 

Konve$nsi 1951, ole$h kare$na itu, digunakanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 

te$ntang Ke$imigrasian. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 te$ntang Ke$imigrasian yang 

baru, me$rupakan hasil dari pe$mbaharuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 te$ntang 

Ke$imigrasian. 

 
5. Daftar Pustaka 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 te$ntang Pe$nghapusan Diskriminasi Ras 

dan E$tnis. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Te$ntang Ke$imigrasian. 
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Ne$ge$ri. 

PE$RPRE$S Nomor 125 Tahun 2016 Te$ntang Pe$nanganan Pe$ngungsi Dari Luar 
 
 
UNHCR, “UNHCR Te$ntang kami – UNHCR Indone$sia”, 

https://www.unhcr.org/ope$rational/ope$rations/indone$sia. 

UNHCR, “General Information for asylum seeker”, https://www.unhcr.org/asylum-se$ 

https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia
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